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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1  Keselarasan Melaksanakan Kewajiban Reklamasi dan 

Pascatambang Dengan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan 

Suatu Undang-Undang dapat dikatakan baik apabila sudah memuat 

instrumen yang dijelaskan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimana 

salah satunya yaitu harus memuat asas, baik asas yang dijabarkan 

dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 maupun asas yang 

berhubungan dengan sektor atau bidang tertentu. Asas yang dimaksud 

yaitu asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, asas tersebut 

berkaitan juga dengan asas kelestarian dan keberlanjutan karena 

berwawasan lingkungan dapat dimaknai sama seperti asas kelestarian. 

Asas kelestarian dan keberlanjutan yang dicantumkan dalam Undang-

Undang No 3 Tahun 2020 hanya dijadikan sebagai syarat untuk 

melengkapi dalam menyusun peraturan saja. Hal Ini terlihat dari 

konkritisasi dari Pasal 99 Ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 

yang berbunyi  “Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan 

sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK 

wajib:  

a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan 

yang sudah direklamasi; dan  

b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas 

paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” Bunyi dari pasal tersebut tidak konsisten atau selaras 

dalam menerapkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Sementara 

Pasal 123A yang sama-sama pengaturannya berkaitan dengan 

kegiatan reklamasi dan pascatambang berbunyi “Pemegang IUP atau 

IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan 

atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan 
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Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 

100%”, dapat terlihat terdapat ketidak konsistenan dalam menerapkan 

asas kelestarian dan keberlanjutan. 

 

Sinkronisasi atau keselarasan bermaksud untuk mengatur substansi 

dalam peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih dan  

saling melengkapi. Keselarasan bertujuan untuk mewujudkan dasar 

pengaturan bidang tertentu dalam memberikan kepastian hukum 

secara efektif dan efisien.  Sebagaimana pendapat yang dikemukan 

oleh Meinhard Schroder, Pembangunan berkelanjutan tidak sekedar 

kepentingan perlindungan lingkungan, tetapi juga bagaimana 

menyusun kebijakan lingkungan sebaik mungkin sebagai bagian 

integral dalam proses pembangunan nasional. Ketidakkonsistenan 

dalam mengartikan asas kelestarian dan keberlanjutan tersebut 

membuat kondisi lingkungan pascatambang pelan-pelan akan merusak 

ekosistem kemudian dapat menyebabkan bencana. Pengelolaan 

lingkungan harus dibarengi dengan kebijakan dari pemerintah, untuk 

terlindunginya sumber daya alam. Kesinambungan isi hukum harus 

selaras dengan tujuan bangsa Indonesia. Untuk mengartikan asas 

kelestarian dan keberlanjutan secara utuh dan selaras kedalam aturan 

reklamasi dan pascatambang dibutuhkan Undang-Undang Dasar 1945 

maupun deklarasi internasional berkaitan dengan lingkungan sebagai 

pedoman. Keselarasan hukum merupakan upaya preventif dalam 

rangka untuk mencegah diajukannya permohonan judicial review 

peraturan perundang-undangan, sebagaimana pendapat yang 

dikemukan oleh Wacipto Setiadi. 

 

5.1.2 Perubahan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan 

Dalam Reklamasi dan Pascatambang 

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang 

mengubah nomenklatur dan substansi “Izin Lingkungan” yang 

terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 menjadi 
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“Persetujuan Lingkungan”. Dengan adanya penggantian izin 

lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam beberapa pasal 

yang sudah ditunjukkan dalam bab 4 dapat dikatakan bahwa secara 

definisi antara izin lingkungan dan persetujuan lingkungan berbeda. 

Sebagaimana yang dikemukan oleh Guru Besar Hukum Administrasi 

Negara Universitas Sebelas Maret, Prof I Gusti Ayu Ketut Rachmi 

Handayani yang mengatakan izin merupakan instrumen yuridis untuk 

mencapai tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat, dalam bidang lingkungan “izin” ditujukan untuk 

keadilan ekologis. Sementara untuk “persetujuan” hukum administrasi 

negara tidak mengenalnya. Perubahan izin menjadi persetujuan 

lingkungan membuat tidak dapat dilakukan gugatan ke PTUN. 

Padahal jika ditelusuri lebih jauh mengenai persetujuan lingkungan 

dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup isi 

pengaturannya tidak jauh berbeda dengan izin lingkungan. Dampak 

dari tidak dapat dilakukannya gugatan ke PTUN akan menyebabkan 

ketidaksesuaian dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian 

dan keberlanjutan pada alam beserta ekosistemnya. 

 

Setiap kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting 

terhadap lingkungan wajib untuk menyusun persetujuan lingkungan. 

Dalam persetujuan lingkungan di dalamnya memuat dokumen-

dokumen salah satunya yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup atau disebut juga AMDAL. AMDAL merupakan syarat agar 

persetujuan lingkungan dapat disetujui. Persetujuan lingkungan dalam 

usaha pertambangan digunakan agar izin usaha dapat diterbitkan. Izin 

usaha yang dimaksud yaitu izin usaha pertambangan. Perusahaan 

pertambangan sebelum mengurus izin usaha pertambangan perlu 

mengajukan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). WUP diperlukan 

untuk mengetahui data potensi dari mineral dan batubara, konservasi, 

daya dukung lingkungan, dan tingkat kepadatan penduduk,   kemudian 
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setelah disetujui WUP akan menjadi Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (WIUP), setelah WIUP disetujui kemudian baru dapat 

memberikan persetujuan IUP eksplorasi dan Operasi Produksi. 

Persetujuan dan izin lingkungan ini menjadi pintu awal dalam 

menjaga kelestarian dan keberlanjutan terutama untuk kegiatan 

pertambangan sementara kegiatan reklamasi dan pascatambang 

menjadi upaya terakhir yang wajib dilakukan dalam menjaga 

kelestarian dan keberlanjutan oleh pemegang IUP dan IUPK.  

 

Perubahan yang terjadi mengenai izin lingkungan menjadi 

persetujuan lingkungan seharusnya dapat membawa dampak pada 

kewajiban rencana reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP 

dan IUPK dengan memuat penilaian mengenai rencana reklamasi dan 

pascatambang ataupun menjadi prasyarat tambahan dalam persetujuan 

lingkungan sebelum penerbitan izin usaha pertambangan diterbitkan, 

tujuannya agar dapat berkesinambungan dengan lingkungan hidup. 

Walaupun ada perubahan menjadi persetujuan lingkungan tetapi 

dalam pengaturannya sampai saat ini tidak membawa pengaruh pada 

rencana reklamasi dan pascatambang. Padahal kegiatan reklamasi dan 

pascatambang sangat penting untuk dilaksanakan dan diatur dengan 

baik karena berkaitan dengan ekosistem lingkungan, apabila tidak 

diatur secara ketat akan menyebabkan rusaknya lingkungan akibat 

kegiatan pertambangan.  

 

Persetujuan lingkungan yang dibentuk justru untuk memudahkan 

kegiatan usaha yaitu usaha pertambangan mineral dan batubara. Jika 

tujuan yang dibuat hanya untuk mencapai target pertumbuhan maka 

orientasi pembangunan lebih ditujukan dan diarahkan untuk 

menghabiskan sumber daya alam, yang akan membuat rakyat 

menderita, tidak berdaya secara ekonomi, terdegradasi kuantitas 

sumber daya alam, dan mengalami penurunan kualitas lingkungan 

hidup karena terkontaminasi. Perubahan yang terdapat dalam Undang-



100 
 

Undang No 3 Tahun 2020 utamanya Pasal 99 ayat (3) tidak cukup 

untuk menjaga lingkungan karena tidak selaras dengan asas 

kelestarian dan keberlanjutan. Dibutuhkan juga pengaturan dalam 

Undang-Undang Lingkungan Hidup yang tegas agar perusahaan 

pertambangan dapat berkomitmen untuk melakukan rencana reklamasi 

dan pascatambang. Perubahan yang terjadi dari izin lingkungan 

menjadi persetujuan lingkungan tidak membuat pemerintah tegas 

dalam mengatur dan menyusun peraturan yang berkaitan dengan 

reklamasi dan pascatambang padahal kelestarian dan keberlanjutan 

dari lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Jika tidak disusun 

dan diatur dengan baik akibatnya dapat membuat kepastian hukum 

dan keadilan tidak tercapai. 

 

5.2 Saran 

1. Sampai saat ini kegiatan reklamasi dan pascatambang mineral dan 

batubara dalam pelaksanaan dilapangan masih belum mencerminkan 

asas kelestarian dan keberlanjutan dan masih sedikit perusahaan 

pertambangan yang melakukan kegiatan reklamasi. Hal tersebut 

terbukti dari tidak dilakukannya kegiatan reklamasi dan 

pascatambang. Banyak daerah pertambangan yang terjadi bencana 

seperti banjir, longsor serta hewan dan tanaman menjadi banyak 

yang meninggal akibatnya beberapa hewan dan tanaman terancam 

punah. Berdasarkan analisis tersebut penulis berpendapat sebaiknya 

Pasal 99 Ayat (3) diajukan uji materil ke MK karena asas kelestarian 

dan keberlanjutan yang menjadi pedoman dalam pembuatan 

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara ini tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) dan (4) 

Undang-Undang Dasar 1945.  
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2. Mengenai peraturan pelaksana yang terdapat dalam Pasal 99 

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara, sebaiknya mendorong pemerintah untuk segera 

membentuk atau merevisi peraturan pelaksana agar dapat 

memberikan keadilan dan kepastian hukum. Tujuan mendorong 

peraturan pelaksana pada kegiatan reklamasi dan pascatambang 

kepada pemerintah agar kelestarian dan keberlanjutan yang menjadi 

dasar untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

dapat tercapai. 

 

3. Berkaitan dengan perubahan izin lingkungan dan persetujuan 

lingkungan menurut penulis perlu melakukan revisi pada Undang-

Undang Cipta kerja karena persetujuan lingkungan dalam 

pelaksanaannya sama seperti izin lingkungan, terbukti dengan 

adanya Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2011, isi dari 

materi muatan pasal persetujuan lingkungan tersebut dapat diartikan 

sebagai prasyarat untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, sama 

seperti izin lingkungan. Ada baiknya apabila perubahan izin 

lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dapat memuat penilaian 

mengenai rencana reklamasi dan pascatambang ataupun menjadi 

prasyarat tambahan dalam persetujuan lingkungan sebelum 

penerbitan izin usaha pertambangan diterbitkan, tujuannya agar 

dapat berkesinambungan dengan lingkungan hidup. Apabila tidak 

diatur secara ketat akan menyebabkan rusaknya lingkungan akibat 

kegiatan pertambangan. Oleh karena itu peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkungan dalam sektor 

pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan revisi kembali 

agar setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan sektor usaha pertambangan dapat 

mencerminkan asas kelestarian dan keberlanjutan, supaya cita-cita 
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dan tujuan Negara Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Dasar 1945 dapat tercapai.  

 

4. Penulis juga menganggap ada baiknya peraturan yang berkaitan 

dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut dibuat dalam 

bentuk undang-undang yang terpisah, dibawahi oleh menteri 

lingkungan hidup karena kegiatan reklamasi dan pascatambang lebih 

berkaitan dengan aspek-aspek pemulihan lingkungan dan menjaga 

ekosistem.  
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